KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
Sekretaris Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Sumedang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang serta
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
perubahan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2026.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis  Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 422 Tahun 2026  tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2026.
Menetapkan perubahan susunan Tim Kerja pada Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya
Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2026.
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KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun
2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

-\/A’ﬂ\\ Bagian Teknis Penyelenggaraan
PE MaHukum,

OGI AHMAD FAUZI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2026.

PERUBAHAN SUSUNAN TIM KERJA
PADA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

B. TIM KERJA

No Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim
1. | Anton Firmansyah B s B Ketua Pelaksana
Sumedang

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1. | Robby Yulianto

Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

Koordinator merangkap

dan Hukum Anggota
9 Andika Bintang Ahli Pertama Penata PVR——
" | Mahardhika Kelola Pemilu g8
. . Penelaah Teknis
3. | Erna Dwi Gantina Kebijakan Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1. | Dedi Haryadi

Kasubbag Keuangan,

Koordinator merangkap

Umum dan Logistik Anggota
; ; Penelaah Teknis
2. | Nandi Sunandi Kebijakan Anggota
_ . : PPPK-Ahli Pertama
3. | Silvi Puspita Dewi Penata Kelola Pemilu Anggota
4. | Joeis kaunang PPPK - Pengadministrasi Anggota

Perkantoran
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III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. | Pudji Apsari

Kasubbag Partisipasi
Hubungan Masyarakat

Koordinator merangkap

Penata Kelola Pemilu

dan SDM Anggota

5 Asep Wawan Ahli Pertama Penata TY——
" | Kurniawijaya Kelola Pemilu 58

3. | R. Tedi Supriyadi FFPR-AhlL. Pt Anggota

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. | Dian Noviana

Kasubbag Perencanaan,

Koordinator merangkap

Perkantoran

Data dan Informasi Anggota

; PPPK - Pengelola
2. | J. Taufik Hidayat Layanan Operasional Anggota
3. | Barokah Hakiki PPPK - Pengadministrasi Anggota

V. TIM PENGUAT PENGAWASAN

hasabbag Tckis Koordinator merangkap
1. | Robby Yulianto Penyelenggaraan Pemilu ey
dan Hukum ggota
5 Andika Bintang Ahli Pertama Penata P
" | Mahardhika Kelola Pemilu g8
" ; Penelaah Teknis
3. | Erna Dwi Gantina Kebijakan Anggota

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. | Pudji Apsari

Kasubbag Partisipasi
Hubungan Masyarakat

Koordinator merangkap

Penata Kelola Pemilu

dan SDM ADggota

o Asep Wawan Ahli Pertama Penata Pamp—
" | Kuriniawijaya Kelola Pemilu 88

3. | R. Tedi Supriyadi T R e Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM OGI AHMAD FAUZI
KABUPATEN SUMEDANG

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
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